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1.1 LATAR BELAKANG 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 telah mengamanahkan 
melalui pasal 28A
1
 dan pasal 28H
2
 bahwa untuk hidup dan mempertahankan 
kehidupannya, setiap warga negara berhak memiliki tempat tinggal dan 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal (papan) 
merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi selain 
kebutuhan sandang (pakaian) dan pangan (makanan) karena pada dasarnya tempat 
tinggal merupakan tempat bagi manusia melangsungkan kehidupan bersama 
dengan keluarganya. Rumah merupakan tempat manusia untuk berlindung dari 
hal-hal luar dan diperlukan untuk menjaga privasi setiap anggota keluarga. Oleh 
karena itu, rumah harus dibangun dengan layak sehingga akan memberikan 
keamanan, kenyamanan, dan ketentraman bagi seluruh penghuninya. 
Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan 
Pemukinan pasal 29
3
 disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan 
kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam 
pembangunan perumahan dan pemukiman. Dengan demikian, setiap warga negara 
memiliki hak untuk memperoleh pelayanan akan kebutuhan perumahan. Selain itu 
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sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 
sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 
3
  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Pemukiman Pasal 29 
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dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi seluruh rakyat, Pemerintah 
bertanggungjawab untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat agar dapat 
memiliki hunian yang layak, aman, nyaman, tentram yang mencakup seluruh 
sarana dan prasarana pendukungnya. 
Dewasa ini masalah perumahan menjadi salah satu hal yang mendapat 
perhatian lebih dari Pemerintah di berbagai tingkatan, mulai dari Pemerintah pusat 
hingga Pemerintah daerah. Isu pokok permasalahan perumahan dan permukiman 
antara lain, semakin banyaknya jumlah kawasan kumuh di berbagai daerah di 
Indonesia. Kebutuhan akan papan (tempat tinggal), sandang (pakaian), dan 
pangan (makanan) tidak berbanding lurus dengan pendapatan masyarakat maupun 
pengetahuan masyarakat tentang rumah yang layak huni. Hal itu lah yang 
kemudian memunculkan masalah permukiman kumuh dan/atau semakin 
banyaknya rumah tidak layak huni di masyarakat.  Sebagaimana dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2011 pada pasal 3 poin (a) berbunyi ‘Fakir miskin 
berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan’, kemudian pada 
pasal 5 berbunyi ‘penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, 
dan berkelanjutan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat’. 
Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka merupakan suatu kewajiban bagi 
Pemerintah untuk menangani masalah perumahan dan permukiman yang dihadapi 
oleh masyarakat miskin. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah menetapkan 
kebijakan sosial melalui program bantuan sosial yang diantaranya yaitu program 
Bantuan sosial rumah tidak layak huni (Bansos-RTLH). 
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Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman dinyatakan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang 
berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana membina keluarga, 
cerminan harkat dan martabat penghuninya serta asset bagi pemiliknya.
4
 Namun, 
hingga saat ini masih banyak ditemui rumah-rumah yang tidak memenuhi standar 
rumah layak huni yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan 
data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015, jumlah RTLH di seluruh Indonesia 
ada sekitar 2,51 juta unit dengan rincian 2,18 juta rawan layak huni dan 0,33 juta 
benar-benar tak layak huni.
5
 Mengacu pada data tersebut, Pemerintah Pusat 
kemudian menetapkan program kebijakan Bantuan sosial rumah tidak layak huni 
(Bansos-RTLH) sebagai upaya penanganan masalah perumahan dan permukiman 
bagi masyarakat berpenghasilan rendah.  
Program Bansos-RTLH yang digagas oleh Pemerintah ini merupakan 
program bantuan sosial dimana rumah masyarakat miskin yang tidak memenuhi 
syarat hunian layak kemudian diperbaiki sebagian atau seluruhnya dengan 
pendanaan yang berasal dari dana APBD maupun dana swadaya dari masyarakat. 
Tujuan diadakannya program bantuan sosial ini yaitu untuk mengembalikan 
fungsi rumah sebagai hunian yang layak untuk tempat berlindung dan 
memberikan kenyamanan bagi seluruh anggota keluarga, serta untuk mengatasi 
masalah kemiskinan dan pemukiman kumuh. Program ini tidak hanya menyasar 
pada rumah warga yang tidak layak huni, namun sarana prasarana lingkungan 
sekitar rumah warga yang keadaannya dianggap tidak layak sebagai lingkungan 
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hunian pun menjadi salah satu sasaran program ini. Dalam RPJMN 2015-2019, 
Kementerian PUPR melalui Direktorat Rumah Swadaya menargetkan untuk 
menurunkan dari 2,51 juta unit RTLH menjadi hanya 1,9 juta unit, artinya jumlah 
RTLH yang harus direhabilitasi sebanyak 610.000 unit hingga tahun 2019 nanti.
6
 
Penanganan masalah perumahan dan permukiman, serta kemiskinan 
melalui program bantuan sosial RTLH ini tidak hanya dilaksanakan oleh 
Pemerintah Pusat saja, Pemerintah Daerah pun ikut serta dalam mengatasi 
permasalahan tersebut melalui program Bantuan Sosial (Bansos) bagi Rumah 
Tidak Layak Huni (RTLH) sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya, program Bansos RTLH tersebut mengacu 
pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 70 tahun 2014 tentang Pedoman 
Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tidak sampai di situ saja, 
program bantuan sosial ini juga terus diturunkan pelaksanaannya hingga ke 
tingkat Kota dan Kabupaten dimana program tersebut telah dilaksanakan di Kota 
dan Kabupaten di Indonesia, tak terkecuali Kota Tegal.  
Pemerintah Kota Tegal telah melaksanakan program Bansos-RTLH sejak 
beberapa tahun lalu sebagai wujud kepedulian Pemerintah dalam meningkatkan 
kualitas perumahan dan menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi 
masyarakat miskin. Disamping itu, Pemerintah juga memiliki tanggungjawab 
untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya yaitu dengan menjadikan 
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masyarakat lebih berdaya. Pada tahun 2009 Walikota Tegal mengeluarkan 
Peraturan Walikota Tegal Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan 
Kriteria Rumah Usulan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Tegal 
sebagai pedoman untuk menetapkan masyarakat calon penerima bantuan. Kriteria 
atau syarat rumah yang dapat ditetapkan sebagai rumah tidak layak huni dalam 
program tersebut meliputi kondisi rumah, letak dan status rumah, serta pemilik 
rumah.  
Pada tahun 2016, Kota Tegal memiliki data rumah tidak layak huni 
sebanyak 2.230 unit rumah. Sebanyak 300 unit rumah yang telah direnovasi  
didasarkan pada skala prioritas usulan dari kelurahan. Jumlah tersebut tersebar di 
sejumlah kecamatan, antara lain Kecamatan Tegal Timur sebanyak 74 unit rumah, 
Kecamatan Tegal Barat sebanyak 70 unit rumah, Kecamatan Tegal Selatan 
sebanyak 80 unit rumah, dan Kecamatan Margadana sebanyak 76 unit rumah.
7
 
Pemberian bantuan berupa rehabilitasi rumah tidak layak huni ini diselenggarakan 
dengan dana dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota berupa dana hibah 
dari BKM (Badan Kesejahteraan Masyarakat) dan dana Akselerasi Pembangunan 
Infrastruktur Kelurahan (APIK).  
Pelaksanaan program bantuan sosial RTLH di Kota Tegal pada tahun 2017 
yang berasal dari dana bantuan sosial Provinsi Jawa Tengah dilandasi oleh:
8
 
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah. 
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  http://jateng.tribunnews.com/2016/12/06/300-unit-rumah-tidak-layak-huni-di-kota-tegal-
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  Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. 2017. Pedoman Umum 
Bantuan Sosial (Bansos) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah Nomor: 
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2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman. 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah. 
6. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 
7. Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 
8. Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. 
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa 
Tengah. 
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa 
Tengah. 
Selain berlandaskan dasar-dasar hukum tersebut, dalam pelaksanaan 
program Bansos RTLH yang berasal dari APBD Kota Tegal juga dilandasi oleh 
landasan yuridis sebagai berikut:
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1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
2. Peraturan Walikota Tegal Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan 
Kriterian Rumah Usulan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota 
Tegal. 
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  Wawancara dengan Nining Supartin, SH, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, Selasa, 20 Maret 2018. 




3. Pedoman Umum Bantuan Sosial (Bansos) Rumah Tidak Layak Huni 
(RTLH) Provinsi Jawa Tengah Nomor 460/252. 
4. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Program Bantuan Sosial 
(Bansos) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). 
Dalam pelaksanaan program Bansos RTLH ini, tidak hanya Pemerintah 
yang memiliki peran penting, namun juga masyarakat sebagai penerima manfaat 
pun tidak kalah pentingnya, dimana swadaya dan sikap gotong royong dari 
masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pencapaian keberhasilan dari 
pelaksanaan program ini. Terlebih minimnya alokasi anggaran Pemerintah untuk 
program Bantuan Sosial RTLH yang diberikan melalui tiap-tiap Kelurahan ini 
tidak berbanding lurus dengan banyaknya rumah tidak layak huni yang tersebar di 
tiap Kelurahan se-Kota Tegal, sehingga berakibat pada tidak maksimalnya 
program Pemerintah tersebut. Pada tahun 2015 untuk setiap Kelurahan, bantuan 
rehabilitasi RTLH hanya diprioritaskan untuk 5-10 unit rumah dengan anggaran 
Rp 10 juta per unit rumah.
10
 Oleh sebab itu, perlu adanya peningkatan prakarsa 
dan swadaya masyarakat dalam mewujudkan rumah yang layak huni dimana 
pelibatan masyarakat dimulai sejak proses pengusulan, perencanaan dan 
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2013 2014 2015 2016 
Kec. Tegal Timur 
1. Mintaragen - - - 8 unit 
2. Panggung 11 unit 30 unit - 18 unit 
3. Slerok - 10 unit - 26 unit 
4. Kejambon - - - 14 unit 
5. Mangkukusuman - - - 8 unit 
Kec. Tegal Barat 
1. Muarareja - - - 8 unit 
2. Tegalsari - - - 13 unit 
3. Kraton - - - 14 unit 
4. Pekauman - - - 6 unit 
5. Kemandungan - - - 14 unit 
6. Pesurungan Kidul - - 10 unit 8 unit 
7. Debong Lor - - - 7 unit 
Kec. Tegal Selatan 
1. Randugunting - - - 13 unit 
2. Debong Kulon - - - 8 unit 
3. Debong Tengah - - - 13 unit 
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4. Debong Kidul - - - 10 unit 
5. Bandung - - - 7 unit 
6. Kalinyamat Wetan - - - 9 unit 
7. Tunon - - 10 unit 11 unit 
8. Keturen - - - 9 unit 
Kec. Margadana 
1. Margadana - - - 22 unit 
2. Sumurpanggang - - - 12 unit 
3. Cabawan - - - 8 unit 
4. Krandon 15 unit - - 9 unit 
5. Kaligangsa - - - 7 unit 
6. Pesurungan Lor - - - 7 unit 
7. Kalinyamat Kulon - 10 unit - 11 unit 
Jumlah Total 26 unit 50 unit 20 unit 300 unit 
 Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tegal Tahun 2017 
Berdasarkan data tersebut, maka pada tahun 2017 jumlah rumah tidak 
layak huni di Kota Tegal tersisa 1.760 rumah setelah pada tahun 2016 Pemerintah 
Kota Tegal merealisasikan bantuan rehabilitasi ke 300 RTLH yang tersebar di 
tiap-tiap kecamatan. Menurut Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman melalui Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada tahun 
2017, terdapat 135 unit bantuan RTLH dari dana APIK telah diberikan di setiap 
Kelurahan sebanyak 5 unit. Dan di tahun 2017 juga terdapat bantuan RTLH 
sebanyak 135 unit dari Disperkim (dana hibah) yang belum terealisasi karena 
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masih menunggu dana perubahan oleh Badan Keuangan Daerah (Bakeuda). Di 
samping itu, Kota Tegal juga menerima bantuan RTLH dari Provinsi dimana 
jumlah RTLH menurut Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) sebanyak 
2.175 unit nantinya akan menerima bantuan yang disalurkan dalam tiga tahap, 
yakni: tahap I sejumlah 6 unit, tahap II sejumlah 368 unit, dan di tahap III 
sejumlah 68 unit sehingga total bantuan 442 unit.
11
  
Program bantuan sosial RTLH yang dilaksanakan oleh Kota Tegal melalui 
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal ini berjalan dengan 
sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kota Tegal melalui APIK dan 
BKM yang berada di tingkat Kelurahan. Pada tahun 2013 dan 2014, anggaran 
untuk program Bansos RTLH di Kota Tegal hanya berasal dari APBD I 
(Provinsi). Sedangkan pada tahun 2015 bersumber dari APBD Provinsi Jawa 
Tengah dan sumber lain. Kemudian pada tahun 2016 seluruh bantuan sosial 
RTLH berasal dari APBD II (Kota), dan pada tahun 2017 untuk merehab RTLH 
yang ada di Kota Tegal menggunakan sumber dana yang berasal dari APBD I 
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1. APBD Provinsi 26 50 10 - 442 528 
2. APBD Kota - - - 300 221 521 
3. Sumber lain - - 10 - -  10 
Total 26 50 20 300 663 1059 
Sumber: Data Olah Peneliti, 2018 
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sumber anggaran program 
Bansos-RTLH di Kota Tegal yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah pada 
tahun 2013 berjumlah 26 unit, pada tahun 2014 berjumlah 50 unit, di tahun 
selanjutnya yaitu tahun 2015 berjumlah 10 unit, kemudian mengalami 
peningkatan signifikan di tahun 2017 menjadi berjumlah 442 unit, sehingga total 
keseluruhan RTLH yang berhasil direhab dengan anggaran dari APBD I yaitu 528 
unit. Untuk sumber anggaran yang berasal dari APBD Kota Tegal selama 
pelaksanaan program tersebut dari tahun 2013 hingga tahun 2017 berjumlah 551 
unit dengan rincian: 300 unit di tahun 2016 dan 221 unit di tahun 2017. 
Sedangakan untuk anggaran yang bersumber dari sumber lain hanya diberikan 
pada tahun 2015 sejumlah 10 unit. 
Program bantuan sosial RTLH dalam pelaksanaannya yaitu memberikan 
bantuan stimulan berupa penyediaan bahan-bahan material bangunan senilai Rp 
10 juta. Pada tahun 2016, bantuan sepenuhnya berupa bahan-bahan material 
bangunan yang kemudian diberikan kepada masyarakat penerima bantuan. 
Namun, pada saat itu masyarakat banyak yang merasa keberatan dengan kebijakan 
13 
 
tersebut karena mereka tidak memiliki cukup uang untuk membayar tukang yang 
akan merehab rumah mereka. Kemudian pada tahun 2017, dari jumlah bantuan 
sebesar Rp 10 juta tersebut dibagi menjadi 70:30 diman 70% dari jumlah bantuan 
digunakan untuk pembelian bahan-bahan material bangunan dan 30% sisanya 
digunakan untuk ongkos membayar tukang bangunannya.
12
 Pada tahun 2016 
pemberian bantuan berupa bahan-bahan material bangunan karena dalam 
aturannya memang dikatakan seperti itu, dan pelaksanaan program Bansos-RTLH 
di Kota Tegal ditangani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mulai 
dari penyediaan bahan-bahan material bangunan dan lain-lainnya. Namun karena 
resiko dimana ketika memberikan bantuan hanya berupa bahan-bahan material 
bangunan nantinya tidak ada yang mengerjakan dan akhirnya mubadzir, maka 
sejak tahun 2017 pelaksanaan program bantuan sosial RTLH diserahkan kepada 
BKM dan Kelurahan, sehingga dapat segera ditangani. Jadi bantuan yang 
diberikan tetap berupa material, tapi pengerjaannya dilakukan secara swadaya.
13
 
Pemberian bantuan berupa bahan-bahan material tersebut tergantung dari 
pengajuan bantuan yang dibuat oleh penerima bantuan pada saat sosialisasi. 
Kemudian bahan material bangunan yang diberikan biasanya berupa pasir, semen, 
usuk, genting, keramik, batu bata, jendela, pintu ataupun bahan lainnya yang 
besarannya sesuai dengan jumlah anggaran bantuan tersebut. penetapan penerima 
bantuan program Bansos-RTLH di Kota Tegal dilakukan secara bertahap antara 1, 
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  Wawancara dengan Sulung Pramedis, S.Kom., Sekretaris Kelurahan Tegalsari Kecamatan 
Tegal Barat, Jumat, 23 Maret 2018. Untuk selanjutnya cukup ditulis dengan Wawancara 
dengan Sulung Pramedis, S.Kom, Jumat, 23 Maret 2018. 
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  Wawancara dengan Moh. Khamim, BAE., Kasie Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Kota Tegal, Senin, 2 April 2018. Untuk selanjutnya cukup ditulis dengan 
Wawancara dengan Moh. Khamim, BAE, Senin, 2 April 2018. 
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2, hingga 3 kali dalam 1 tahun. Hal ini dikarenakan pencairan dana untuk program 
tersebut dilakukan secara bertahap, seperti dana yang berasal dari APBD Provinsi 
Jawa Tengah. Selain itu, dana yang dialokasikan untuk program ini tidak hanya 
berasal dari satu sumber saja, melainkan dari berbagai sumber seperti APBD 
Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kota Tegal yang masih dibagi lagi menjadi 
dana yang berasal dari program APIK (Akselerasi Pembangunan Infrastruktur 
Kelurahan) dan dana hibah dari BKM (Badan Keswadayaan Mayarakat). 
Kemudian penetapan calon penerima bantuan pun dilakukan dengan mengacu 
pada database dimana untuk bantuan yang berasal dari Provinsi mengacu pada 
data PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) dan untuk bantuan yang berasal 
dari Kota mengacu pada database yang sudah di SK-kan oleh Walikota Tegal. 
Adanya bantuan rehabilitasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah 
ini dianggap dapat membantu  masyarakat untuk memiliki rumah yang layak 
untuk dihuni bersama dengan  keluarga. Namun, jumlah anggaran yang minim 
menjadi masalah yang sampai saat ini belum dapat ditangani oleh Pemerintah 
Kota. Alhasil masih terdapat ribuan rumah warga Kota Tegal yang masuk ke 
dalam kategori rumah tidak layak huni yang belum diperbaiki. Selain itu, jumlah 
anggaran untuk renovasi RTLH saat ini hanya cukup untuk pembelian material, 
sementara biaya untuk pembangunannya belum ada. Hal itu kemudian 
menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memperbaiki rumahnya. Di samping 
masalah alokasi anggaran yang minim, program Bansos-RTLH di Kota Tegal juga 
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terganjal persoalan kepemilikan tanah dimana bukti kepemilikan tanah menjadi 
salah satu dasar dalam pemberian bantuan kepada pemilik RTLH.
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Berdasarkan data hasil penelitian tentang Kajian Evaluatif Pelaksanaan 
Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Bansos-RTLH) Dalam 
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Pekauman Kota Tegal, 
hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bansos-RTLH secara 
keseluruhan belum maksimal dan belum efektif. Program Bansos-RTLH yang 
diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, nyatanya belum dapat memenuhi ukuran-ukuran 
kesejahteraan.
15
 Pada penelitian tersebut, memang hanya menunjukkan 
pelaksanaan program di salah satu Kelurahan di Kota Tegal. Untuk itu, penelitian 
ini perlu dilakukan untuk mengetahui Program Bansos-RTLH di Kota Tegal pada 
tahun 2017 apakah telah dilaksanakan dengan efektif dan mencapai sasaran 
maupun tujuan yang telah ditetapkan pada saat kebijakan ini dibuat. 
 
1.2 RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini akan akan 
membahas mengenai masalah: 
1. Bagaimana tingkat efektivitas program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak 
Huni (Bansos-RTLH) di Kota Tegal? 
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Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan 
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2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat efektivitas program Bantuan Sosial 
Rumah Tidak Layak Huni (Bansos-RTLH) di Kota Tegal? 
 
1.3 TUJUAN PENELITIAN 
Secara umum tujuan penelitian berkaitan dengan hasil akhir yang hendak 
dicapai dalam penelitian. Adapun penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Menganalisis efektivitas program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni 
(Bansos-RTLH) di Kota Tegal; dan  
2. Mengidentifikasi faktor penghambat efektivitas program Bantuan Sosial 
Rumah Tidak Layak Huni (Bansos-RTLH) di Kota Tegal. 
 
1.4 MANFAAT PENELITIAN 
Penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang telah 
dituliskan di atas, sehingga penelitian ini dapat memberikan manfaat atau 
kontribusi berupa : 
a. Manfaat teoritis 
Manfaat teoritis dari sebuah penlitian dapat dikatakan sebagai kontribusi 
tertentu penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu 
pengetahuan atau akademis. 
1. Memberikan sumbangan ilmu dan perspektif bagi perkembangan dan 
kemajuan teori-teori sosial, politik dan Pemerintahan terutama yang 
berkaitan erat dengan implementasi dan evaluasi program Pemerintah 
yang efektif serta yang berkaitan dengan studi formulasi kebijakan; dan 
17 
 
2. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. 
b. Manfaat Praktis 
Manfaat praktis berkaitan dengan kontribusi praktis yang diberikan dari 
penyelenggaraan penelitian terhadap objek penelitian. 
1. Memberikan informasi dan bahan masukan bagi Pemerintah daerah lain 
pada umumnya dan Pemerintah Kota Tegal pada khususnya dalam 
memformulasi kebijakan terutama yang berkaitan dengan program 
Bantuan Sosial rumah tidak layak huni sehingga program selanjutnya 
dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang ingin 
dicapai; dan 
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan bahan 
pencarian alternatif lain dalam memformulais kebijakan untuk program 
bantuan sosial serupa, serta sebagai bahan evaluasi terhadap upaya 
maupun program penanggulangan kemiskinan lainnya. 
 
1.5 TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan pustaka bertujuan untuk mendeskripsikan teori atau kenyataan 
yang seharusnya dilakukan dalam sebuah penelitian. Tinjauan pustaka yang 
ditampilkan pada bagian ini berisi teori-teori yang telah digunakan berdasarkan 
literatur dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.  
1.5.1 Kerangka Teori 
1.5.1.1 Kebijakan Publik 
18 
 
Dalam melaksanakan agenda yang ada dalam suatu Pemerintahan, 
diperlukan program-program yang mampu diterapkan dan dilaksanakan oleh para 
stakeholder. Program-program tersebut yang diharapkan dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat disebut dengan kebijakan publik. Namun, kebijakan 
publik tentunya tidak serta merta dapat diimplementasikan secara langsung, perlu 
adanya tahap-tahapan yang harus dilaksanakan sebelum akhirnya kebijakan 
tersebut dapat diimplementasikan di masyarakat. Tentunya harus ada rumusan-
rumusan gagasan yang selanjutnya diformulasikan ke dalam suatu tindakan 
(program). Dalam tahap perumusan tersebut, tidak semua orang atau kelompok 
akan memiliki pandangan dan pemahaman yang sama, pastinya ada orang atau 
sekelompok orang yang memiliki pandangan dan pemahaman mengenai kebijakan 
publik yang berbeda dari yang lainnya. Begitu pun pada saat kebijakan tersebut 
mulai diimplementasikan di masyarakat, pelaksanaannya tergantung pada orang 




“Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan Pemerintah, 
mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan 
bersama tampil berbeda.” 
Sedangkan menurut Anderson
17
 dalam bukunya Public Policy Making 
menjelaskan sebagai berikut: 
“Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang 
diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang 
berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang 
diperhatikan.” 
Sama seperti Anderson, Fredrich
18
 pun menjelaskan bahwa: 
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“Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang 
diusulkan oleh seseorang, kelompok atau Pemerintah dalam suatu 
lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-
kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) 
dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya 
untuk mencapai tujuan yang dimaksud atau merealisasikan suatu sasaran 
atau maksud tertentu.” 
Dari ketiga pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik 
merupakan serangakaian tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yaitu kesejahteraan untuk seluruh 
masyarakat. Kebijakan publik hanya dapat ditetapkan oleh Pemerintah, sedangkan 
pihak-pihak lain seperti aktor-aktor kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi 
proses kebijakannya dalam batas kewenangan masing-masing. 
1.5.1.2 Program 
Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya suatu 
kegiatan.  Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir 




“A programme is collection of interellated project design to harmonize 
and integrated various action an activities for achieving overall policy 
objectives” (Program adalah kumpulan proyek-proyek yang saling berhubungan 
dan sudah didesain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan secara integraf untuk 
mencapai sasaran kebijakan secara keseluruhan). 
Program dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan 
sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. 
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, 
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang 
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dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan 
tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyaakat yang 





 pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai 
tujuan. Dalam pengertian tersebut dapat digambarkan bahwa program-program 
merupakan penjabaran dari langkah-langkah dalam mencapai tujuan itu sendiri.  
Menurt Jones beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu 
seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak 
yakni, sebagai berikut: 
1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau 
sebagai pelaku program; 
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya 
juga diidentifikasikan melalui anggaran; dan 
3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat 
diakui oleh publik. 
Program terbaik di dunia adalah program yang didasarkan pada model 
teoritis yang jelas, yakni sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi 
dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang 
serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi 
solusi terbaik.
22
 Royse, Thyer dan Padgett
23
 mengemukakan tentang pengertian 
program, sebagai berikut: 
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“Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang diorganisasikan 
dengan maksud untuk menjangkau sasaran-sasaran tertentu. Kegiatan-kegiatan 
yang terorganisasi –program- bukan merupakan kumpulan tindakan-tindakan 
yang sembarangan, tetapi merupakan rangkaian tindakan-tindakan terencana yang 
dimaksudkan untuk memecahkan beberapa masalah. Jadi program merupakan 
intervensi atau pelayanan yang diharapkan mempunyai pengaruh yang kuat bagi 
peserta program.” 
Sehingga program Pemerintah berarti upaya untuk mewujudkan kebijakan-
kebijakan Pemerintah yang telah ditetapkan sebelumnya. Program juga 
merupakan kumpulan proyek-proyek yang berhubungan dan telah dirancang 
sedemikian rupa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agar sasaran 
kebijaksanaan yang telah direncanakan dapat dicapai secara menyeluruh. Di 
dalam program biasanya dijelaskan mengenai hal-hal, sebagai berikut: 
1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai; 
2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan; 
3. Aturan yang harus dipegang dan proseudr yang harus dilalui; 
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan; dan 
5. Strategi pelaksanaan. 
1.5.1.3 Pelaksanaan Program 
Dalam suatu program kebijakan, rencana merupakan 20% penentu 
keberhasilan program, implementasi/pelaksanaan mengambil 60% sisanya, dan 
20% terakhir adalah bagaimana cara mengendalikan pelaksanaan program 
tersebut. Tujuan suatu program kebijakan dapat memiliki bermacam-macam 
bentuk, namun semua tujuan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dengan 
sendirinya tanpa adanya pelaksanaan program kebijakan tersebut. 
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Implementasi/pelaksanaan program merupakan tahapan yang dapat dikatakan 
paling berat. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan program terdapat proses yang 
kompleks dan panjang, terlebih lagi masalah-masalah yang tidak ditemukan dalam 
perencanaan konsep terkadang muncul ketika proses pelaksanaan program 
kebijakan. Selain itu, dalam pelaksanaan seringkali muncul ancaman atau 
kekhawatiran akan konsistensi atas pelaksanaan program tersebut. Proses 
pelaksanaan atau yang biasa disebut proses implementasi bukan dimulai saat 
program-program dalam kebijakan tersebut mulai diaplikasikan, melainkan 
bermula sejak kebijakan pertama kali ditetapkan atau memiliki payung hukum 
yang sah. Setelah itu tahapan-tahapan implementasi akan dimulai dengan 
serangkaian kegiatan mengelola peraturan: membentuk organisasi, mengerahkan 
orang, sumberdaya, teknologi, menetapkan prosedur, dan seterusnya dengan 
tujuan agar tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.
24
 
Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan atas sebuah rencana 
yang telah dirumuskan secara matang dan terperinci, dimana pelaksanaan sebuah 
program dilakukan apabila suatu rencana telah dianggap siap untuk diterapkan. 
Pelaksanaan secara umum merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang 
dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana yang telah dirumuskan dan 
ditetapkan dengan dilengkapi dengan alat-alat yang diperlukan, siapa yang 
melaksanakan, dimana tempat pelaksanaan program dan bagaimana cara 
melaksanakan program tersebut, guna mencapai sasaran dari program yang telah 
ditetapkan di awal. Nugroho menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada 
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prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak 
lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua 
pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk 
program atau melalui formulasi kebijakan derivate (turunan dari kebijakan publik 
tersebut).
25







Sumber: Nugroho, 2006 : 141 
Gambar 1.1 Sekuensi Implementasi Kebijakan 
 
Proses pelaksanaan kebijakan seperti pada gambar di atas menjelaskan 
bahwa kebijakan publik dioperasionalkan dalam bentuk program, kemudian 
program tersebut diturunkan menjadi proyek yang diwujudkan dalam bentuk 
kegiatan. Kegiatan tersebut ditujukan kepada publik/masyarakat sebagai penerima 
manfaat (benificiaries) dari diberlakukannya kebijakan tersebut. Kemudian pada 
akhirnya kegiatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan output seperti yang 
diharapkan dan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat. 
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Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan 
oleh David C. Korten. Model ini menggunakan pendekatan proses pembelajaran 
dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model 








Sumber: Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000:12) 
Gambar 1.2 Model Kesesuaian Implementasi Program 
 
Korten menggambarkan model tersebut berintikan tiga elemen yang 
terdapat di dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan 
program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu 
program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur 
implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, 
yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan ileh program dengan apa yang 
dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara 
program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang 
disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, 










keseuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh 




Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan 
apabila tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi program tersebut. 
Hal ini dapat terjadi apabila output program tidak sesuai dengan kebutuhan 
kelompok sasaran, jelas output tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi 
pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang 
disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output 
program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana 
program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran 
tidak mendapatkan output program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur 
implementasi program  mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan 
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Sumber: Erwan Agus & Dyah Ratih, 2012 : 72 
Gambar 1.3 Proses Implementasi 
 
Dari gambar tersebut di atas, dapat dilihat bahwa proses implementasi 
bermula dari adanya suatu program atau kebijakan yang diformulasikan untuk 
mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Untuk itu, maka kebijakan membutuhkan 
masukan-masukan kebijakan (policy input) yang dapat berupa anggaran, seperti: 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai program 
kebijakan yang dirancang oleh Pemerintah Pusat dan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) untuk mendanai program kebijakan yang dirancang oleh 
Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Input yang berupa 























yaitu instrumen kebijakan yang dapat digunakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan 
kebijakan yang telah ditetapkan. Ouput ini dapat berupa pelayanan gratis, subsidi, 
dana hibah kepada masyarakat, maupun transfer dana (bantuan uang tunai). 
Policy output tidak akan sampai kepada kelompok sasaran tanpa adanya 
realisasi kegiatan atau distribusi bantuan yang dilakukan oleh implementer, dalam 
hal ini birokrasi Pemerintah dan perangkatnya seperti Kementerian (Pusat) dan 
Dinas/Badan (Daerah). Selain birokrasi Pemerintah, sektor swasta dan organisasi 
kemasyarakatan juga dapat terlibat dalam proses implementasi suatu program 
kebijakan, dimana mereka disebut sebagai pihak ketiga. Para implementer ini 
bertugas memobilisasi sumber-sumber daya dan anggaran agar perealisasian atau 
distribusi policy output dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Setelah 
kelompok sasaran memperoleh policy output dan memanfaatkannya sesuai dengan 
peruntukkannya, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut telah 
menimbulkan policy effect (efek dari suatu kebijakan) dan policy impact (dampak 
dari suatu kebijakan). 
Keberhasilan suatu implementasi atau pelaksanaan program dapat diukur 
atau dilihat dari proses dan pencapaian hasil/tujuan akhir (outcomes), yakni : 
tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Hal itu tidak jauh berbeda 
dengan pendapat Grindle
27
 sebagai berikut: 
“Keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan 
mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan apa yang 
telah ditentukan, yaitu melihat pada action program dari individual 
projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.” 
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1.5.1.4 Evaluasi Program 
Secara umum Evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 
penilaian. Menurut Arikunto
28
 evaluasi sebagai suatu proses menentukan hasil 
yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung 
tercapainya tujuan. Suchman dalam Arikunto dan Jabar
29
 memandang bahwa 
evaluasi sebagai proses penentuan hasil yang dicapai beberapa kegiatan yang 
direncanakan untuk mendukung pencapaian tujuan. Stuflebeam dalam Arikunto 
dan Jabar
30
 mengatakan bahwa evaluasi merupakan penggambaran proses, 
mencari dan memberikan informasi yang berguna untuk para pengambil 
keputusan dalam  menentukan alternatif keputusan. 
Menurut Andreson dalam Winarno
31
, secara umum evaluasi kebijakan 
dapat dikatakan sebagai kegiatan-kegiatan yang menyangkut estimasi atau 
penilian kebijakan yang mencangkup substansi, implementasi dan dampak 
pelaksanaan kebijakan tersebut. Selanjutnya Suharno
32
 , menyebutkan bahwa 
kegiatan evaluasi merupakan tahap penting bagi keseluruhan proses analisis 
kebijakan publik. Kegiatan ini dapat memberikan satuan nilai tertentu terhadap 
kebijakan yang sudah diimplementasikan dan juga dapat menjadi pintu baru untuk 
memasuki kegiatan pembuatan dan analisis kebijakan berikutnya. Berdasarkan 
uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi program 
merupakan penilaian maupun penentuan hasil atas suatu program yang 
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dilaksanakan apakah program tersebut memberikan dampak dan untuk menilai 
serta memonitoring sejauhmana keefektifan program yang telah dilaksanakan 
tersebut. 
Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk 
melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. 
Menurut Isaac dan Michael
33
 sebuah program harus diakhiri dengan evaluasi. Hal 
ini dikarenakan apakah program tersebut berhasil menjalankan fungsi 
sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.  
Dunn
34
, mendefenisikan evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama 
dalam analisis kebijakan, antara lain: 
a. Fungsi pertama dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang 
valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh 
kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, 
evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target 
tertentu. 
b. Fungsi kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik 
terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai 
diperjelas dengan definisikan dan operasikan tujuan dan target. 
Menurut Suharno
35
, ada 3 variabel dari fungsi evaluasi kebijakan, antara 
lain : 
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a. Fungsi paling mendasar dari kegiatan evaluasi kebijakan adalah untuk 
memberikan informasi valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi menangkap 
dan mengukur seberapa jauh ketercapaian kebutuhan dan nilai melalui nilai 
dan tindakan kebijakan publik.  
b. Fungsi kedua, evaluasi memberi kontribusi untuk upaya klarifikasi dan kritik 
atas nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Evaluasi dapat 
memperjelas nilai dengan cara mendefenisikan tujuan dan taget secara 
oprasional.  
c. Fungsi selanjutnya, evaluasi menunjang pelaksanaan prosedur-prosedur 
lainnya dalam analis kebijakan, seperti perumusan masalah, rekomendasi dan 
kegiatan lainnya. Evaluasi kebijakan bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, 
akan tetapi yang terkait dengan kegiatan analisis kebijakan yang lain. 
Menurut Isaac dan Michael
36
, terdapat tiga tahap rangkaian evaluasi 
program yaitu: (1) menyatakan pertanyaan serta menspesifikasikan informasi 
yang hendak diperoleh, (2) mencari data yang relevan dengan penelitian, dan (3) 
menyediakan informasi yang dibutuhkan pihak pengambil keputusan untuk 
melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan program tersebut. Menurut 
Wirawan
37
 evaluasi program merupakan metode sistematis untuk mengumpulkan, 
menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar. 
Selanjutnya Wirawan
38
 mengelompokkan evaluasi program menjadi 3 bagian 
yang berbeda, yaitu: 
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1. Evaluasi proses (process evaluation), yaitu meneliti dan menilai apakah 
intervensi atau layanan program telah dilaksanakan seperti apa yang 
direncanakan, dan apakah target populasi yang direncanakan telah dilayani; 
2. Evaluasi manfaat (outcome evaluation), yaitu meneliti, menilai, dan 
menentukan apakah program telah menghasilkan perubahan yang 
diharapkan;dan  
3. Evaluasi akibat (impact evaluation), dimana melihat perbedaan yang 
ditimbulkan sebelum dan setelah adanya program tersebut. 
Sedangkan Hamalik
39
 mengemukakan bahwa model atau jenis evaluasi 
program adalah, sebagai berikut: 
1. Evaluasi perencanaan dan pembangunan 
Sasaran utamanya adalah memberikan bantuan kepada penyusun program 
dengan cara menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka 
mendesain suatu program. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk meramalkan 
implementasi program dan kemungkinan tercapai tidaknya program di 
kemudian hari. 
2. Evaluasi monitoring 
Dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa apakah program mencapai sasaran 
efektif. Apakah hal-hal dan kegiatan yang telah didesain secara spesifik 
dalam program itu terlaksana sebagaimana mestinya. Kenyataan tidak jarang 
program justru tidak mencapai sasaran, karena apa yang telah didesain dalam 
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program tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai alasan seperti pengadaan 
personil, fasilitas, perlengkapan, biaya, dan faktor-faktor penyebab lainnya. 
3. Evaluasi dampak 
Bertujuan menilai seberapa jauh program dapat memberikan pengaruh 
tertentu pada sasaran yang telah ditetapkan, apakah program berdampak 
positif atau justru sebaliknya. Dampak tersebut diukur berdasarkan kriteria-
kriteria keberhasilan, sehingga program tersebut perlu dispesifikasi agar dapat 
diamati dan diukur setelah program itu dilaksanakan. 
4. Evaluasi efisiensi 
Dimaksud untuk menilai berapa besar tingkat efisiensi suatu program. apakah 
program mampu memberikan keuntungan memadai ditinjau dari segi biaya 
yang dikeluarkan, tenaga yang digunakan dan waktu yang terpakai. 
5. Evaluasi program komprehensif 
Dampak menyeluruh terhadap program yang meliputi; implementasi 
program, dampak atau pengaruh setelah program dilaksanakan dan tingkat 
efisiensi program. 
Dalam penelitian ini peneliti lebih spesifik menyajikan informasi melalui 
evaluasi monitoring untuk melihat serta menilai efektif atau tidaknya program 
Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni pada saat dilaksanakan di masyarakat. 
1.5.1.5 Efektivitas Program 
Pada umumnya efektivitas merujuk pada taraf pencapaian hasil dan sering 
atau senantiasa dikaitkan dengan efisiensi, meski memiliki arti yang berbeda. 
Efektivitas lebih merujuk kepada seberapa jauh tujuan yang telah dicapai dan pada 
33 
 
penyelesaian pekerjaan sesuai dengan batas waktu dari pekerjaan tersebut, 
sedangkan efisiensi merujuk pada cara yang digunakan untuk mencapai tujuan 
dengan membandingkan input dan output-nya. Efektivitas menurut Mahmudi
40
 
berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang 
sesungguhnya dicapai, dimana efektivitas merupakan hubungan antara output 
dengan tujuan. Sedangkan efektivitas menurut Peter F. Ducker yang dikutip 
Moenir
41
 adalah melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat sasaran. 
George M. Salim dan Sally A. Woodward menjelaskan bahwa efektivitas 
memfokuskan pada tingkat tujuan organisasi publik. Tingkat pelayanan dan 
derajat kepuasan masyarakat menjadi salah satu alat pengukur efektivitas.
42
 
Pendapat lain dikemukakan oleh William Dunn dimana efektivitas adalah suatu 
kriteria untuk menyeleksi berbagai alternatif untuk dijadikan rekomendasi 
didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut 
memberikan hasil (akibat) yang maksimal, terlepas dari pertimbangan efisiensi.
43
 
Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas 
merujuk pada tingkat pencapaian hasil yang kemudian sering disamaartikan atau 
dikaitkan dengan efisiensi, yang sebenarnya keduanya memiliki perbedaan. Bila 
suatu tujuan dapat dicapai, maka dapat disimpulkan bahwa program atau kegiatan 
tersebut efektif. Namun, bila hal-hal lain yang tidak dicari atau target yang telah 
ditentukan tidak tercapai sehingga muncul ketidakpuasan, maka program atau 
kegiatan tersebut kemungkinan efektif namun tidak efisien. 
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 menyebutkan ada 3 (tiga) pendekatan utama dalam 
pengukuran efektivitas, yaitu :  
a. Pendekatan sumber (resorce approach), yakni mengukur efektivitas dari 
input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk 
memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan 
kebutuhan organisasi;  
b. Pendekatan proses (proses approach) adalah untuk melihat sejauh mana 
efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan orises internal atau 
mekanisme organisasi; dan  
c. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, 
mengukur keberhasilan untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana. 
Ciri-ciri efektivitas adalah, sebagai berikut: 
1. Target pekerjaan dapat terpenuhi sesuai dengan jadwal waktu, kuantitas dan 
kualitas yang ditentukan; 
2. Target pekerjaan yang dicapai berlangsung secara ekonomis, tidak ada 
pemborosan dalam penggunaan sumber-sumbernya dan tepat dengan 
anggaran yang telah disediakan; 
3. Target pekerjaan yang telah dicapai benar-benar dapat 
dipertanggungjawabkan baik dari nilai: 
 Jadwal waktu yang ditentukan untuk penyelesaiannya; 
 Penggunaan sumber-sumber masukan (input) secara ekonomis; 
 Kuantitas dan kualitas pekerjaan yang telah ditentukan; 
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 Cara penyelesaian pekerjaan tidak terdapat penyimpangan sesuai 
dengan yang telah ditentukan; dan 
 Penyelesaian pekerjaan tersebut memenuhi atau sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku. 
4. Target pekerjaan yang telah dicapainya menurut pembagian kerja yang nyata, 
berdasarkan kewenangan dan kemampuan atau sesuai dengan tugas dan 
beban kerja yang telah ditentukan; dan 
5. Target pekerjaan yang telah dicapai itu diselesaikan menurut prosedur dan 




 menyebutkan beberapa ukuran efektivitas, sebagai berikut: 
a. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh suatu organisasi tersebut; 
b. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan; 
c. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan 
dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik; 
d. Efesiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya 
untuk menghasilkan prestasi tersebut; 
e. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua 
biaya dan kewajiban dipenuhi; 
f. Pertumbuhan adalah suatu perbandungan mengenai eksistensi sekarang dan 
masa lalunya; 
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g. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang 
waktu; 
h. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian 
waktu; 
i. Semangat kerja yaitu keadaan perasaan terikat dalam hal pencapapaian 
tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan dan perasaan 
memiliki; 
j. Motivasi artinnya adalah adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu 
untuk mencapai tujuan; 
k. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu 
sama lain artinya adanya bekerjasama dengan baik, berkomunikasi dan dapat 
mengkoordinasikan dengan baik; 
l. Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah 
prosedur yang bertujuan untuk mencegah keterbakuan terhadap 
keberlangsungan lingkungan; 
m. Pemanfaatan lingkungan merupakan keberhasilan organisasi berinteraksi 
dengan lingkungannya dengan memperoleh sumber daya yang langka dan 
berharga yang diperlakukan untuk beroperasi yang efektif; 
n. Perputaran atau keluar masuknya pekerja artinya adalah frekuensi jumlah 
pekerja dan keluar atas permintaannya sendiri; 




p. Kepuasan merupakan tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas 
pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas menunjukan bahwa mereka 
mendapat imbalan yang setimpal dari macam-macam aspek situasi pekerjaan 
dan organisasi tempat mereka berada; 
q. Penerimaan tujuan organisasi yaitu diterimanya tujuan-tujuan organsasi oleh 
setiap pribadi oleh unit-unit dalam organisasi. Kepercayaan mereka bahwa 
tujuan organisasi tersebut adalah benar dan layak; dan 
r. Penilaian oleh pihak luar merupakan penilaian atau unit organisasi oleh 
(individu atau organisasi) dalm lingkungannya, yaitu dengan pihak mana 
organisasi ini berhubungan. 




1. Keberhasilan program; 
2. Keberhasilan sasaran; 
3. Kepuasan terhadap program; 
4. Tingkat input dan output; dan 
5. Pencapaian tujuan menyeluruh. 
Edward III menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar 
implementasi kebijakan menjadi efektif, antara lain:
47
 
1. Komunikasi (communication); 
2. Sumber-sumber (resources); 
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3. Kecenderungan-kecenderungan (disposition) atau tingkah laku-tingkah laku 
(attitudes); dan 










Sumber: Edward III, 1980 
Gambar 1.4 Ukuran Efektivitas Program 
 
Komunikasi (communication) meliputi komunikasi pada organisasi 
dan/atau kepada publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, 
sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi 
pelaksana kebijakan. Sumber-sumber (resources) berkenaan dengan ketersediaan 
sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Kecenderungan-
kecenderungan (disposition) berkenaan dengan ketersediaan dari para 
implementor untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut, kesediaan dan 













Model yang dipaparkan oleh Edward III mengumpamakan bahwa 
implementasi kebijakan berjalan secara linier dari komunikasi, sumber daya 
politik yang tersedia dan pelaksanaan implementasi program kebijakan. Pertama, 
yang mempengaruhi keberhasilan implementasi dari suatu program kebijakan 
adalah komunikasi. Menurut Edward III, komunikasi sangat menentukan 
keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi program dimana implementasi 
baru akan terjadi apabila para pembuat keputusan (decision maker) telah 
mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.  
Budiani
49
 menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat 
dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut: 
1. Ketepatan sasaran program 
Sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan 
sebelumnya. Menurut Makmur
50
 ketepatan sasaran lebih berorientasi kepada 
jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu sasaran yang tepat baik 
ditetapkan secara indvidu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi 
sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. 
Demikian pula sebaiknnya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat 
maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri. 
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2. Sosialisasi program 
Kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program 
sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan 
kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada 
khususnya. Menurut Wilcox
51
 memberikan informasi merupakan langkah 
awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan 
memperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan 
memberikan informasi dapat dipergunakan dan meningkatkan pengetahuan 
bagi orang yang menerima informasi tersebut. 
3. Tujuan program 
Sejauhmana kesesuaian antara hasil dan tujuan program yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Menurut Duncan
52
 menyebutkan bahwa pencapaian tujuan 
adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu 
proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, 
diperlukan pentahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-
bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodesasinya. Pencapaian tujuan 
terdiri dari beberapa faktor yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan 
target yang kongkrit. 
4. Pemantauan program 
Kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk 
perhatian kepada peserta program.Selanjutnya menurut Winardi
53
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pengawasan meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang 
dicapai dengan standar-standar yang telah digariskan. Apabila hasil yang 
dicapai menyimpang dari standar yang berlaku perlu dilakukan tindakan 
korektif untuk memperbaikinya. Selanjutnya menurut Bohari
54
 pengawasan 
merupakan suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih 
kepada bawahannya. Siagian
55
 menyebutkan bahwa pengawasan merupakan 
proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk 
menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai 
dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Untuk mengukur efektivitas program, Sutrisno
56
 mengungkapkan variabel-
variabel sebagai berikut: 
1. Pemahaman program 
Dilihat sejauhmana masyarakat dapat memahami kegiatan program. 
2. Tepat sasaran 
Dilihat dari apa yang dikehendaki tercapai atau menjadi kenyataan. 
3. Tepat waktu 
Dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah 
direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan 
sebelumnya. 
4. Tercapainya tujuan 
Diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan. 
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5. Perubahan nyata 
Diukur melalui sejauhmana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau 
dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat di tempat. 
Berdasarkan beberapa pengukuran efektivitas di atas, untuk mengukur 
efektivitas yang datanya berasal dari Pemerintah peneliti menggunakan indikator-
indikator menurut teori Edward III karena Pemerintah dianggap lebih mengetahui 
perihal indikator-indikator tersebut seperti; jalannya komunikasi antarpelaksana 
program, sumber-sumber yang digunakan untuk melaksanakan program sehingga 
hasil yang diinginkan dapat dicapai, disposisi, dan struktur birokrasi  dari program 
yang dilaksanakan tersebut. Sedangkan untuk pengukuran yang datanya berasal 
dari masyarakat penerima bantuan digunakan ukuran efektivitas menurut Budiani. 
Hasibuan
57
 mengatakan ada beberapa faktor yang mepengaruhi 
efektifivitas program, antara lain :  
a. Kualitas Aparatur Ruky58 berpendapat bahwa kualitas sumber daya manusia 
pada dasarnya adalah tingkat pengetahuan, kemampuan dan kemauan yang 
terdapat pada sumber daya manusia. 
b. Kopetensi Administator menurut Rivai59 menjelaskan bahwa kemampuan 
adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam 
pekerjaan tertetu.  
c. Sarana prasarana merupakan penunjang atau peralatan kerja dalam hal ini 
termasuk dalam pengertian sarana prasarana adalah bagian penting dan ikut 
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menentukan terselenggaranya aktivitas. Menurut kaho
60
 faktor sarana dan 
prasarana di artikan sebagai peralatan penting dalam penyelenggaraan 
aktivitas pemerintah, dalam hal ini sarana digunakan untuk mempermudah 
atau memperlancar gerak dan aktivitas pemerintah. 
d. Pengawasan adalah satu diantara fungsi manajemen yang merupakan proses 
kegiatan pemimpin untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas 
dalam sebuah lembaga akan terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan, 
intruksi, rencana dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 
 
1.5.1.6 Konsep Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Bansos-
RTLH) 
Kebijakan atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah policy 
menurut Carl J. Federick
61
 diartikan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang 
diusulkan seseorang, kelompok atau Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu 
dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-
kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka 
mencapai tujuan tertentu. Kebijakan Pemerintah pada dasarnya terdiri atas 
kebijakan publik dan kebijakan sosial. Perbedaan antara kedua jenis kebijakan 
tersebut terletak pada sasaran kebijakan, dimana kebijakan publik ditujukan untuk 
seluruh masyarakat baik yang mampu maupun yang tidak mampu, sedangkan 
kebijakan sosial ditujukan kepada masyarakat yang kurang dan/atau tidak mampu 
sehingga membutuhkan bantuan lebih dari Pemerintah. 
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Program santuan sosial rumah tidak layak huni atau disingkat menjadi 
Bansos-RTLH ini merupakan salah satu contoh kebijakan sosial yang diterapkan 
oleh Pemerintah. Program kebijakan ini ditujukan bagi masyarakat yang kurang 
dan/atau tidak mampu yang memiliki rumah tidak layak huni. Rumah tidak layak 
huni merupakan suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak untuk dihuni 
karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non-
teknis. Pada umumnya masyarakat mengidentikkan rumah tidak layak huni 
dengan pemukiman kumuh dimana pemukiman kumuh adalah cerminan dari 
kemiskinan masyarakat. 
Program Bansos-RTLH dapat diartikan sebagai proses mengembalikan 
keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki rumah tidak layak 
huni (RTLH) baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong 
royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
62
 Adapun 
tujuan dari program ini yaitu untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan 
meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan kondisi 
rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun 
sebagian menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai 
kesetiakawanan sosial masyarakat.
63
 Program Bansos-RTLH ini juga bertujuan 
untuk mengatasi sebagian masalah kemiskinan, tersedianya rumah yang layak 
huni, adanya kenyamanan bertempat tinggal, meningkatnya kemampuan keluarga 
dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, 
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bimbingan dan pendidikan, meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan 
permukiman dan meningkatnya harkat dan martabat.
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Dalam memberikan bantuan program tersebut, tidak semua masyarakat 
dapat menjadi calon penerima bantuan. Pemerintah menetapkan syarat-syarat 
dan/atau kriteria RTLH yang dapat diperbaiki meliputi, sebagai berikut:
65
 
1. Dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan 
keselamatan penghuni; 
2. Dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk; 
3. Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi 
rusak; 
4. Tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan/atau 
5. Luas lantai kurang dari 7,2 m2/orang (tujuh koma dua meter persegi per 
orang). 
Disamping itu Pemerintah juga menetapkan syarat untuk calon penerima 




1. Fakir miskin yang terdata dalam data terpadu program penanganan fakir 
miskin; 
2. Belum pernah mendapat bantuan sosial rumah tidak layak huni (Bansos-
RTLH); 
3. Memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga; dan 
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4. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan 
sertifikat/girik atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat 
Pembuat Akta Tanah. 
Setelah calon penerima bantuan terbukti memenuhi syarat tersebut di atas, 
selanjutnya calon penerima bantuan di setiap desa/kelurahan dalam satu 
kecamatan membentuk kelompok beranggotakan minimal 5 kepala keluarga dan 
maksimal 15 kepala keluarga yang difasilitasi oleh dinas sosial daerah 
Kabupaten/Kota. Kemudian dibentuklah suatu kepengurusan dalam kelompok 
tersebut yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara.  
1.5.2 Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu yang ditampilkan dalam bagian ini bertujuan untuk 
membandingkan penelitian yang akan dilakukan dengan sejumlah penelitian yang 
pernah dilaksanakan oleh orang atau pihak lain. Hal-hal yang ditekankan dalam 
penelitian terdahulu ini meliputi : konsep teori yang digunakan, pendekatan dan 
metode penelitian, hasil penelitian dan relevansinya dengan penelitian yang akan 
dilakukan. 
Pertama, Haryati Roebyantho (2014), melakukan penelitian mengenai 
implementasi program Bantuan sosial rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota 
Garut. Penelitian tersebut berjudul: Implementasi Kebijakan Penanggulangan 
Kemiskinan melalui Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Lyak Huni (RTLH) di 
Kota Garut, Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian tersebut wawancara mendalam 
dan focus group disscussion (FGD) digunakan untuk pengumpulan data. Hasil 
dari penelitian menunjukkan bahwa program BANSOS-RTLH yang telah 
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dilaksanakan sejak tahun 2010 ini masih belum mencapai sasaran yang ditentukan 
dan belum ada kejelasan kualifikasi pendamping program serta dalam pelaksanaan 
setiap tahapan belum runtut dan belum semuanya terlaksana. Hal itu terjadi karena 
belum adanya sinergitas program lintas sektoral di tingkat pusat maupun daerah. 
Kedua, Nonivili Julianti Gulo (2015), melakukan penelitian mengenai 
efektivitas pemberdayaan masyarakat miskin melalui program RS-RTLH. 
Penelitian ini berjudul: Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui 
Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni oleh Dinas Sosial dan 
Tenaga Kerja Kabupaten Nias Barat. Dalam penelitian tersebut, metode penelitian 
yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif. Dari penelitian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan program RS-RTLH di Kabupaten 
Nias Barat adalah efektif dengan nilai skala Likert 0,59. Indikator pemahaman 
program sebanyak 0,71. Ketepatan sasaran sebanyak 0,66. Ketepatan waktu 0,63 
dan tercapainya tujuan sebanyak 0,38 dimana perubahan nyata dilihat dari 
kondisi-kondisi rumah responden yang menjadi layak huni. 
Ketiga, Nadia Dewinta dan H. Muhammad Ridwan meneliti mengenai 
pelaksanaan program RS-RTLH di kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan 
dengan judul: Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial-Rumah Tidak Layak Huni 
(RS-RTLH) bagi Keluarga Miskin di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan 
Tahun 2011. Penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif dengan metode 
kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pelaksanaan program cukup baik 
meskipun masih ada kendala dalam pelaksanaannya seperti kurangnya dana yang 
diberikan dan ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaannya. 
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Keempat, Rizki Weirbowo (2015), melakukan kajian evaluatif terhadap 
program RS-RTLH dalam penelitiannya yang berjudul Kajian Evaluatif Program 
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dalam Meningkatkan 
Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Pekauman Kota Tegal. Dengan 
menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini, 
ditemukan hasil yaitu secara keseluruhan pelaksanaan program masih belum 
maksimal dan terkesan monoton. Selain itu setelah pelaksanaan program, 
masyarakat masih belum dapat dikatakan sejahtera karena terdapat beberapa 
indikator yang belum terpenuhi. 
Berikut ini disajikan matriks ringkasan kajian dan penelitian terdahulu. 
Pada tabel 1.3 berikut berisi sumber penelitian (penulis, tahun, dan judul), hasil-
hasil penelitian, metode dan konsep teori yang digunakan dalam penelitian.  
Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu 
No 
Penulis, Tahun, dan 
Judul Penelitian 
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1.6 DEFINISI KONSEPTUAL DAN OPERASIONAL 
1.6.1 Definisi Konseptual 
1. Kebijakan Publik 
Kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan atau tindakan yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yaitu 
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kesejahteraan untuk seluruh masyarakat. Kebijakan publik hanya dapat 
ditetapkan oleh Pemerintah, sedangkan pihak-pihak lain seperti aktor-aktor 
kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi proses kebijakannya dalam 
batas kewenangan masing-masing. 
2. Program 
Program merupakan kumpulan proyek-proyek yang berhubungan dan telah 
dirancang sedemikian rupa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agar 
sasaran kebijaksanaan yang telah direncanakan dapat dicapai secara 
menyeluruh. Sehingga program Pemerintah berarti upaya untuk 
mewujudkan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang telah ditetapkan 
sebelumnya. 
3. Pelaksanaan Program 
Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan 
untuk melaksanakan semua rencana yang telah dirumuskan dan ditetapkan 
dengan dilengkapi dengan alat-alat yang diperlukan, siapa yang 
melaksanakan, dimana tempat pelaksanaan program dan bagaimana cara 
melaksanakan program tersebut, guna mencapai sasaran dari program yang 
telah ditetapkan di awal. Keberhasilan suatu implementasi atau 
pelaksanaan kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian 
hasil/tujuan akhir (outcomes), yakni : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan 





4. Evaluasi Program 
Evaluasi program merupakan penilaian maupun penentuan hasil atas suatu 
program yang dilaksanakan apakah program tersebut memberikan dampak 
dan untuk menilai serta memonitoring sejauhmana keefektifan program 
yang telah dilaksanakan tersebut. Dalam penelitian ini peneliti lebih 
spesifik menyajikan informasi melalui evaluasi monitoring untuk melihat 
serta menilai efektif atau tidaknya program Bantuan Sosial Rumah Tidak 
Layak Huni pada saat dilaksanakan di masyarakat. 
5. Efektivitas Program 
Efektivitas yaitu melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat sasaran 
dengan merujuk kepada seberapa jauh tujuan yang telah dicapai dan pada 
penyelesaian pekerjaan sesuai dengan batas waktu dari pekerjaan tersebut. 
Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan 
dengan hasil yang sesungguhnya dicapai, dimana efektivitas merupakan 
hubungan antara output dengan tujuan. 
6. Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni 
Program bantuan sosial rumah tidak layak huni merupakan salah satu 
contoh kebijakan sosial yang diterapkan oleh Pemerintah yang ditujukan 
bagi masyarakat yang kurang dan/atau tidak mampu yang memiliki rumah 
tidak layak huni. Program Bansos-RTLH dapat diartikan sebagai proses 
mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya 
memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) baik sebagian maupun 
seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi 
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rumah yang layak sebagai tempat tinggal. Rumah tidak layak huni 
merupakan suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak untuk dihuni 
karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis 
maupun non-teknis.  
1.6.2 Definisi Operasional 
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu untuk mengukur efektivitas 
pelaksanaan program Bansos-RTLH, dimana efektivitas berkaitan dengan 
hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya 
dicapai. Maka untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program perlu 
dilihat melalui beberapa indikator yang sesuai dengan kondisi objek 
penelitian. Dalam penelitian ini indikator efektivitas yang cocok untuk 
digunakan adalah, sebagai berikut: 
1. Ketepatan sasaran program 
Sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan 
sebelumnya. 
a. Tingkat kepuasan penerima bantuan sosial RTLH 
b. Keikutsertaan responden dalam program bantuan sosial Pemerintah 
lainnya 
2. Sosialisasi program 
Kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program 
sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan 




a. Sosialisasi program yang didapat oleh responden 
b. Pemahaman responden setelah mendapatkan informasi 
c. Pengetahuan responden tentang kriteria rumah yang memperoleh 
bantuan sosial RTLH 
d. Pemahaman responden mengenai kriteria rumah yang memperoleh 
bantuan sosial RTLH 
e. Pemahaman mengenai sistem pemberian bantuan program Bansos 
RTLH 
f. Pengetahuan mengenai tujuan program bantuan sosial RTLH 
3. Tujuan program 
Sejauhmana kesesuaian antara hasil dan tujuan program yang telah 
ditetapkan sebelumnya. 
a. Tercapainya pembangunan rumah tidak layak huni sesuai dengan 
target yang ditetapkan 
b. Pencapaian tujuan program yang dilaksanakan 
4. Perubahan nyata 
a. Peningkatan kondisi rumah tidak layak huni menjadi layak; 
5. Pemantauan program 
Kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk 
perhatian kepada peserta program. 
a. Pemantauan yang dilakukan oleh Dinas 




1.7 METODE PENELITIAN 
1.7.1 Desain Penelitian 
Metode penelitian diperlukan dalam sebuah penelitian ilmiah guna 
menganalisis atau menguji ada tidaknya hubungan antarvariabel. Penelitian 
tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Bansos-RTLH di Kota Tegal, peneliti 
akan menggunakan metode penelitian kombinasi (mix method) yaitu metode 
penelitian yang menggabungkan antara metode penelitian kuantitatif dan metode 
penelitian kualitatif. Mix method menurut Creswell merupakan pendekatan dalam 
penelitian yang mengkombinasikan atau menghubungkan antara metode 
penelitian kuantitatif dan kualitatif. Hal itu mencakup landasan filosofis, 
penggunaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dan mengkombinasikan kedua 
pendekatan dalam penelitian.
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Penggunaan metode penelitian ini dipilih karena 
peneliti ingin mengukur dan mengkaji fenomena, peristiwa, situasi, dan proses 
yang tejadi di lapangan melalui beberapa variabel dan indikator, sehingga 
diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif.  Penggunaan 
metode penelitian kombinasi dipilih karena dalam penelitian ini membutuhkan 
metode kuantitatif untuk mengukur efektivitas program, sedangkan metode 
kualitatif diperlukan untuk mengukur pendapat masyarakat mengenai pelaksanaan 
program Pemerintah tersebut. 
1.7.2 Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan di Dinas Perumahan dan 
Permukiman Pemerintah Kota Tegal dengan objek penelitian mengenai 
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pelaksanaan program Bansos-RTLH di Kota Tegal oleh Pemerintah dan di 
Kecamatan serta Kelurahan di Kota Tegal yang memperoleh bantuan rehabilitasi 
rumah tidak layak huni yaitu dengan terjun langsung dalam observasi lapangan 
sehingga peneliti dimudahkan dalam memperoleh informasi langsung (data 
primer) mengenai penelitian yang diambil.  
1.7.3 Subjek Penelitian 
Subjek penelitian adalah individu dan/atau kelompok yang diharapkan 
peneliti dapat menceritakan apa yang ia ketahui tentang sesuatu yang berkaitan 
dengan fenomena atau kasus yang akan diteliti yaitu mengenai pelaksanaan 
program Bansos-RTLH di Kota Tegal yang nantinya akan menghasilkan output 
berupa efektivitas pelaksanaan program Bansos-RTLH yang telah dilaksanakan 
tersebut. Informan yang dimaksud antara lain Dinas Perumahan dan permukiman 
Kota Tegal, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan 
Daerah (Bappeda) Kota Tegal yang menjadi pelaksana teknis dan ikut andil dalam 
perencanaan kebijakan di lingkungan Pemerintahan Kota Tegal. 
Selain itu, juga akan dilakukan pengamatan dari hasil temuan berupa data 
yang diperoleh pada saat melaksanakan observasi di lapangan (baik di luar 
maupun di dalam) instansi tersebut. Peneliti juga akan melakukan penelitian 
kepada masyarakat penerima bantuan rehabilitasi guna memperoleh data tentang 
kepuasan masyarakat terhadap program tersebut dan pelaksanaannya dari sisi 
masyarakat. Dengan demikian, akan dapat diketahui aspek-aspek yang sekiranya 
penting dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang akan diolah dan dikaji 
dalam penelitian ini. 
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1.7.4 Populasi dan Sampel 
Populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang 
dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap 
hidup, dan lainnya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data 
penelitian.
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 Dengan demikian, populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat 
kota Tegal penerima bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yakni 
sejumlah 557 orang.  
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan 
menggunakan propability sampling dengan jenis proportional stratified random 
sampling, dimana pengambilan sampel ini dilakukan manakala suatu populasi 
memiliki anggota/unsur yang bersifat heterogen. Untuk dapat menggambarkan 
dengan tepat sifat dari populasi yang heterogen tersebut, maka dilakukan 
pembagian dalam lapisan (strata) yang seragam dan dari setiap strata tersebut 
kemudian diambil sampel secara acak.  
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki oleh 
populasi. Untuk mengambil sampel di dalam penelitian ini digunakan rumus 







n : Ukuran Sampel 
N : Ukuran Populasi 
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e : Nilai kritis (batas penelitian) yang diinginkan, yaitu sebesar 10% 
dengan tingkat kepercayaan 90% 
Dengan demikian sampel: 




𝑛 =  
557
1 + (557 × 0,12)
 




𝑛 =  84,78 (dibulatkan menjadi 85) 
Untuk menentukan besarnya sampel pada setiap kelas dilakukan dengan 
alokasi proporsional agar sampel yang diambil lebih proporsional, yaitu dengan 
rumus :  
 
Tabel 1.4 Perhitungan Jumlah Sampel Masyarakat Kota Tegal 
 
Hasil penentuan responden berdasarkan pengelompokkan Kelurahan 
tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut: 
No. Kecamatan Perhitungan Jumlah Sampel 
1. Tegal Barat 
85
557
× 118 = 18,01 18 
2. Tegal Timur 
85
557
× 107 = 16,33 16 
3. Tegal Selatan 
85
557




× 198 = 30,21 30 
Jumlah 85 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖
× 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 
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Tabel 1.5  
Jumlah Responden Berdasarkan Pengelompokan Kelurahan 
Kelurahan Jumlah Kelurahan Jumlah 
Slerok 4 Bandung 
3 
Panggung 4 Debong Kidul 
3 
Kejambon 4 Debong Tengah 
3 
Mintaragen 4 Debong Kulon 
3 
Kraton 4 Randugunting 
3 
Tegalsari 3 Krandon 
6 
Pekauman 3 Cabawan 
6 
Debong Lor 4 Margadana 
6 
Kemandungan 4 Kaligangsa 
6 






Sumber: Data Olah Peneliti, 2018 
Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang 
diperlukan selama proses penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini 
yaitu dengan menggunakan teknik purposive yakni informan secara sengaja 
dipilih oleh peneliti karena dianggap memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat 
memperkaya data penelitian.
70
 Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam 
dengan para informan dari berbagai pihak. Peneliti melakukan wawancara dengan 
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Dinas/Pemerintah Kota, Kecamatan dan Kelurahan, serta masyarakat penerima 
bantuan program pada tahun 2017. Berikut daftar pihak yang menjadi informan 
dalam penelitian ini: 
Tabel 1.6  




Nama Kategori Informan 
1. I1-1 Sunarto 
Masyarakat Penerima Bantuan 
Program Bansos-RTLH di Kota 
Tegal tahun 2017 
2. I1-2 Darsini (Bambang) 
3. I1-3 Kusti 
4. I1-4 Sri Windi Atuti 
5. I1-5 Rahayu 
6. I1-6 Linda Puspita (Tomi Edi) 
7. I2-1 Zidni Nuriyantoro Sekretaris Kecamatan Tegal Barat 
8. I2-2 Duryani Sekretaris Kecamatan Tegal Selatan 
9. I3-1 Muhammad Ghozali Lurah Kalinyamat Wetan 
10. I3-2 H. Zamroni Lurah Tunon 
11. I3-3 Gatot 
Kasie Pemberdayaan Masyarakat 
Kelurahan Pekauman 
12. I3-4 Sulung Pramedis, S.Kom Sekretaris Kelurahan Tegalsari 
13. I3-5 Bedjo Utomo Sekretaris Kelurahan Randugunting 
14. I3-6 Kuwatdaryani Lurah Kraton 
15. I3-7 Marsubi 
Kasie Pemberdayaan Masyarakat 
Kelurahan Kraton 
16. I3-8 Darmawan 
Kasie Pemberdayaan Masyarakat 
Kelurahan Keturen 
17. I4-1 Harida Loly Novia, ST Kasubbid Infrastruktur Bappeda 
18. I4-2 Nining Supartin, SH 




19. I4-3 Moh. Khamim, BAE Kasie Perumahan 
Sumber: Data Olah Peneliti, 2018 
1.7.5 Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yaitu : 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang dikumpulkan dan dioleh sendiri oleh suatu 
organisasi atau perorangan langsung dari objeknya.
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Dalam penelitian ini data primer yang dicari meliputi: 
1. Identitas responden 
Meliputi nama responden, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, 
pekerjaan, bagian yang direhab, dan sumber informasi. 
2. Data persepsi responden terhadap variable penelitian 
Data ini adalah data yang diperoleh dari lapangan yakni dari 
masyarakat Kota Tegal penerima bantuan sosial rehabilitasi rumah 
tidak layak huni. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder diperoleh secara tidak langsung yang dapat berasal dari 
buku-buku, laporan-laporan penelitian, dokumen dan hal-hal lain yang 
dapat dijadikan sebagai sumber data yang berkaitan dengan penelitian 
mengenai pelaksanaan/implementasi, maupun evaluasi program bantuan 
sosial rumah tidak layak huni di Kota Tegal yang kemudian diolah 
menjadi data tambahan dan penguat bagi data primer yang telah disusun. 
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1.7.6 Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat 
dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam 
pengumpulan data dimana masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. 
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu : 
a. Wawancara Mendalam (Indepth Interview) 
Esterberg mendefinisikan interview atau wawancara sebagai pertemuan dua 
orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 
dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
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 Wawancara mendalam 
(indepth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara 
dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 
menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan 
informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Nantinya peneliti 
akan bertatap muka secara langsung dengan informan untuk memperoleh 
informasi yang jelas dan lugas tahapan-tahapan atau proses-proses dalam 
pelaksanaan program Bantuan sosial rumah tidak layak huni. 
b. Kuesioner 
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dimana partisipan atau 
responden mengisi pertanyaan atau pernyataan kemudian setelah diisi dengan 
lengkap mengembalikannya kepada peneliti.
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digunakan untuk memperoleh data kuantitatif tentang efektivitas pelaksanaan 
program Bantuan rumah tidak layak huni di Kota Tegal. Nantinya kuesioner 
ini akan dibagi kepada masyarakat Kota Tegal penerima bantuan sosial 
tersebut. 
c. Observasi 
Teknik ini dilakukan dengan cara mendatangi lokasi penelitian untuk melihat 
secara langsung mengenai kegiatan yang ada dan sedang berlangsung. Dalam 
penelitian ini peneliti mendatangi langsung Kantor Pemerintah Kota Tegal 
untuk mendapatkan gambaran secara langsung mengenai pelaksanaan 
program dan peneliti juga melakukan peninjauan ke lokasi dimana terdapat 
rumah tidak layak huni yang telah memperoleh bantuan rehabilitasi di Kota 
Tegal.  
1.7.7 Teknik Pengolahan Data 
Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan penghitungan 
komputerisasi program SPSS (Statistical Product and Service Solution) karena 
program ini memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta sistem 
manajemen data pada lingkungan grafis menggunakan menu-menu deskriptif dan 
kotak-kotak dialog sederhana sehingga mudah dipahami cara pengoperasiannya.
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Kegiatan pengolahan data meliputi: 
1. Editing  
Editing adalah suatu pekerjaan untuk mengoreksi atau melakukan pengecekan 
apakah terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam pengisian data. 
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Pemberian data atau simbol bagi tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori 
yang sama. Kemudian pada setiap kategori tersebut diberi skor atau nilai yang 
berupa angka pada jawaban untuk memperoleh data kuantitatif yang 
diperlukan skala.  
3. Tabulating 
Penyusunan data dalam bentuk tabel untuk mendapatkan data dalam bentuk 
yang ringkas 
 Menurut Sutrisno Hadi
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 dalam menentukan klasifikasi skor dapat 






I = Interval 
NT = Nilai Tertinggi 
NR = Nilai Terendah 













a. Nilai 1 sampai dengan 1,75 artinya program tersebut tidak efektif; 
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b. Nilai >1,75 sampai dengan 2,5 artinya program tersebut kurang efektif; 
c. Nilai >2,5 sampai dengan 3,25 artinya program tersebut efektif; dan 
d. Nilai >3,25 sampai dengan 4 artinya program tersebut sangat efektif. 
1.7.8 Teknik Analisis Data 
Tahapan selanjutnya setelah semua data terkumpul yaitu menganalisis 
data, dalam penelitian dengan metode kombinasi digunakan analisis sesuai dengan 
model/desain penelitian yang digunakan, yakni metode penelitian kombinasi 
dengan desain sequential exploratory (urutan penemuan). Dalam desain ini 
analisis data kualitatif dijadikan sebagai metode primer, sedangkan analisis data 
kuantitatif digunakan untuk melengkapi data kualitatif. Pencampuran data kedua 
metode bersifat connecting (menyambung) antara hasil penelitian pertama dan 
tahap berikutnya Secara rinci teknik analisis tersebut dapat ditunjukkan pada 




Sumber : Creswell dalam Sugiyono (2011, hlm. 409) 
Gambar 1.3 Langkah-langkah Penelitian dalam Desain Sequential 
Explanatory 
Desain penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan 
menganalisis data kualitatif pada tahap pertama, kemudian pada tahap kedua 
dilakukan pengumpulan dan analisis dengan metode kuantitatif. Setelah semua 
data terkumpul, kemudian dianalisis dan di ambil kesimpulan dari analisis data 



















menemukan hipotesis pada sampel terbatas. Sedangkan analisis data kuantitatif 
digunakan untuk menguji hipotesis pada populasi yang lebih luas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
